


































































































 



 

 



BADAN PEMEITIKSA KEUANGA N
PERWAKILAN I'ROVINSI JAWA BAIIAT

Jalan Moch. Toha No.l64 Bandu ng 40243
Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) s20-18e8

42s /S-HP/XVill.BDGios/202 
I

I (satu) berkas
Hasil Perneriksaan ala\ Laporal
Keuangan Pemer jrrtalt K a bu patcr:
Bandung Barar Tahun 2020

Bandurrg, 24 Mei 202it

Kepada Yrh.
Bupati Bandung Barat
di
Ngantprah

\

Badan pemeriksa Kerrangan berdasarkan l-)ndang-undang Nermor r-5 Tahun 2004 teniarrgPemeriksaan Pengeroraan dan Tanggung Jarvab Keuangai N.gura ou, Undang-Undang Nomor l5Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuanga, r.ir, uriurg-undang terkait ,ainnya, terahmelakukan pemeriksaan atas Laporarr Keuargal p"r".i,rtJ rubrpaten Bandung Barat TahunAnggaran 2020. yang terdiri dari Neraca tanggut 3 t D"..rb", 2020, Laporan R"di;;;;g;;;"r,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, danLaporan Perubahan Ekuitas untuk tarrun yang berukhi. puau iunggut tersebut, serta cataran atasLaporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan 
-untuk 

nremberikan opini atas kewajaran Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan nremperhatikun k"r"ruuiun laporan keuangan denganstandar Akuntansi pemerintahan, efektiviias r;rt",, p.ng"rJuiian intern, dan kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasir pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupalen BandungBarat Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian iarah sebagai berikut:
l. Opini atas Laporan Keuangan

-BPK 
memberikan opini Laporan Keuangarr pernerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020Wajar Dengan pengecualian.

2' Sistem Pengendarian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan perundang-undangan

BPK menemukan ad;urya kerernarran sistem pengendarian intem dan kepatuhan terhadaoketentuan peraturan perundang-undangan daiarn p"nlurrrun laporan keuangan, antara lain:
a Kelebihan pembayaran Beranja Modar pada rima paket pekerjaan peningkatan jaran sebesar
. Rp3.417 .582.485, i I pada Dinas peke{aan Umum dan Tatu Ruang;
b' Belanja Tidak rerduga di Bidang penanganan Sosiar untuk Jaring pengaman Sosiar danBantuan Pangan pembatasan Sosiar Berskara Besar (pSBB) pada Dinas Sosiar tidak sesuaiketentuan;
c. Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan: dan
d. Akurnulasi Penyusutan Aser Tetap dan Aser Lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.
Berdasarkan keremahan-kerenrahan tefsebut, BpK merekomendasikan Bupati Bandung Baratantara lain agar:
a. Menginstruksikan Kepala Dinas peke{aal Umum dan Tata Ruang selaku pengguna

Anggaran:

Nomor
Lampiran
Perihal



b

c

Menginstruksikan Kepala Dinas Sosiar seraku pergguna Anggaran memerintahkan ppK agariebih cermat daiam meraksanaka, pengenirariun tortrat dan me,proses keiebih-an
pe*bayaran sebesar Rp I .450.650.000,00, kepada pT JDG sebesar Rp209.650.000,00; CV
SSG sebesar. Rp6.500.000,00; CV JKC sebesar Rp I I3.I 00.000,00; dan CV SJ sebesar
Rp l. I2l .400.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku da,t menyetorkannya ke Kas Daerah;
Melalui seluruh Kepara organisasi perangkat Daerah (opD) menginstruksikan pengurus
Barang masing-rlasing opD u,tuk rebih teftib dara, penatausahaan persediaan biupa
pencatatan mutasi keluar/masuk persediaan yang didukung dengan bukti memadai dan Kepara
Subbagian Keuangan rnasing-masing opD untuk menghitung Beban persediaan berdasarkan
pemakaian; dan

Menginstruksikan Kepara BKAD nrenrerintahkan Kepara Bidang Akuntansi dan Kepara
Bidang Aset untuk melakukan rekonsiriasi perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset
Lainnya.

i) Memerintahkan pejabat pentbuat Komitmen
melaksanakan pengendalian kontr.ak:

(PPK) agar lebih cermat dalam

2) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berraku dan menyetorkannya ke
Kas Daerah kepada:
a) PT RGU sebesar Rp635.50 4.512,17;
b) PT PSN sebesar Rp 1.043.2 6) .34),49;
c) PT CMBP sebesar Rp587.7 t8.993,l4;
d) PT KBM sebesar Rp697.200. I45,56;
e) PT AHJ sebesar Rp453.897 .432,75.

BADAN PtrMERIKSA KIUANGAN
pala Perrrakilan,

, CA, CSFA, CPA (Aust.)

d

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu
Laporan Nomor 36A/LHp/xvIII.BD Gr05/202r dan Nomor 368/LHp/xvUI.BDG/0 5/202r maiing_
masing bertanggal 19 Md 2021 .

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang_Undang Nonror l5 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekonrendasi BpK disarnpaikan serambat-rambatnyu oo 1"nu,puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan iri diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

0
t\

01989031001

'ri
I

Tembusan (tanpa lampiran) yth:
I . Anggota V BpK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BpK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI:
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BpK RI;
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
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